BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

I.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah oleh
ASN dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl merupakan
Pertanggungjawaban pribadi (Individual Responsibility) karena perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan
ataupun secara terpaksa. Terdakwa HS terbukti dengan sengaja tanpa hak
menggunakan ijazah palsu untuk melamar CPNS, terdakwa melanggar
Pasal 69 Ayat (2) UU Sisdiknas junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa
secara sadar tidak pernah mendaftar pada program S1 Teknik Sipil pada
Institut Teknologi Padang, maka tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (dolus).
Dari hasil persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu untuk
bertanggungjawab. Selain itu, tidak ditemukan hal-hal yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa baik alasan
pemaaf ataupun alasan pembenar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN dalam Perkara Putusan Nomor
60/P1d.Sus/2022/PN Srl bahwa hakim mempertimbangan dari aspek

pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang
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memberatkan maupun meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah

sebagai berikut:

I.

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN
seharusnya membawa efek jera bagi pelakunya dan mendapat hukuman
sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan KUHP pasal 64 ayat (1). Para penegak hukum perlu
mempertimbangkan hukuman pada tingkat kasus tindak pidana yang
membawa kerugian terhadap banyak orang yang dilakukan dengan sengaja
dan sadar hanya untuk kepentingan pribadi.

Perbaikan formulasi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam peraturan
hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Dimana perbaikan tersebut
dapat dilakukan oleh Lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan
perubahan terhadap ketentuan pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dengan mengeluarkan undang-

undang khusus tentang tindak pidana pemalsuan ijazah atau sejenisnya.
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